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M. Fadhlan Fadhil B. (B11109382), Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kota 
Makassar (dibimbing oleh Imran Arief selaku Pembimbing I dan 
Syamsuddin Muchtar selaku Pembimbing II) 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab 
terhadap kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di kota 
Makassar dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian serta 
pihak Pertamina dalam menanggulangi penimbunan bahan bakar minya 
bersubsidi di wilayah hukum kota Makassar. 
 Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar,  
P.T. Pertamina Regional VII Sulawesi, dan Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas I Makassar. Data yang didapatkan terdiri dari data primer yaitu data 
yang diperoleh dari lapangan dengan metode wawancara kepada 
narasumber yang berkompeten dalam intansi terkait dan data sekunder 
berupa data arsip dan laporan yang juga diperoleh dari instansi terkait. 
Penelitian juga dilakukan dengan mengadakan wawancara bebas dengan 
pihak terkait termasuk para tahanan yang berkaitan dengan penimbunan 
bahan bakar minyak bersubsidi di kota Makassar. 
 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindak 
pidana penimbunan bahan bakar minyak di kota Makassar disebabkan 
oleh beberapa faktor yaitu faktor internal berupa niat yang timbul dari 
pelaku, faktor ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan 
besar dengan cepat, serta moral yang dimiliki para pelaku. Terdapat juga 
faktor eksterna (berupa mudahnya mendapatkan bahan bakar minyak 
bersubsidi, besarnya rentan harga antara bahan bakar minyak bersubsidi 
dengan bahan bakar minyak nonsubsidi serta lemahnya pengawasan). 
Sedangkan upaya penanggulangan yang bersifat prefentif yang dilakukan 
oleh pihak kepolisian berupa pengawasan yang bersifat eksternal yaitu 
pengawasan pascapembelian bahan bakar minyak sedangkan 
pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pertamina berupa pengawasan 
bersifat internal Pertamina. Upaya represif yang dilakukan oleh pihak 
kepolisian adalah menerapkan hukum pidana yang berlaku sesuai dengan 
undang-undang yang berlaku, sedangkan upaya represif yang dilakukan 
oleh pihak pertamina berupa skorsing hingga pemutusan hubungan kerja 
pada agen yang terbukti terlibat dalam tindakan penimbunan bahan bakar 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan zaman saat ini sangat bergantung dengan cara 
pengelolaan energi yang hemat serta ramah lingkungan. Berbagai 
percobaan untuk menciptakan jenis energi yang ramah lingkungan 
dilakukan di berbagai negara. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah 
penggunaan energi yang tidak dapat diperbaharui, salah satunya adalah 
bahan bakar fosil. Pengalihan bahan bakar fosil sebagai sumber energi 
sudah banyak dilakukan di negara-negara maju dengan menciptakan 
sumber energi yang lebih ramah lingkungan serta dapat diperbaharui 
seperti bahan bakar Bio Disel yang berasal dari tumbuhan.  
Indonesia merupakan negara dengan tingkat perkembangan 
ekonomi yang cukup signifikan. Data Asosiasi Industri Sepeda motor 
Indonesia per  Januari 2012 menjelaskan Indonesia menempati posisi 
ketiga pada tahun 2011 dibawah China dan India dalam kategori 
penjualan kendaraan bermotor roda dua terbesar di dunia. (www.aisi.or.id) 
Pesatnya perkembangan ekonomi juga diimbangi dengan majunya 
perkembangan industri. Dimana pemerintah mulai mencanangkan 
bantuan untuk industri kecil dan menegah dengan dibentuknya 
Kementrian Koperasi dan UKM. Dengan pesatnya perkembangan industri 
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dan penjualan kendaraan bermotor di Indonesia membuat masyarakat 
dan pelaku usaha dan industri memiliki sikap konsumptif terhadap sumber 
energi yang tersedia. Indonesia merupakan salah satu negara 
berkembang yang masih menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber 
energi utama, baik yang digunakan oleh pihak industri maupun 
masyarakat umum. Sebenarnya beberapa pihak telah mengembangkan 
sumber energi yang ramah lingkungan dan dapat diperbaharui, sehingga 
tidak lagi semata-mata tergantung pada pemakaian bahan bakar fosil 
yang semakin menipis.  
Saat ini pengembangan energi alternatif di Indonesia seakan 
berjalan di tempat karena kurangnya peranan pemerintah dalam 
memberikan bantuan pengembangan dan produksi sumber energi 
alternatif. Selain sumber energi berupa bahan bakar fosil, pemerintah juga 
sedang mensosialisasikan pengguna bahan bakar gas sebagai sumber 
energi alternatif. Penggunaan bahan bakar gas dirasa cukup membantu 
karena sedikit demi sedikit dapat menggantikan penggunaan bahan bakar 
fosil. Tetapi dengan terbatasnya suplai bahan bakar gas membuat 
masyarakat sulit meniggalkan penggunaan bahan bakar fosil.  
Pemerintah masih memberikan subsidi yang sangat besar untuk 
penggunaan bahan bakar fosil. Subsidi itu diberikan kepada pihak industri, 
usaha kecil dan menengah serta untuk kendaraan bermotor. Tingginya 
pemberian susbsidi terhadap bahan bakar minyak membuat masyarakat 
Indonesia sangat konsumtif terhadap penggunaan bahan bakar 
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bersubsidi. Berdasarkan data yang dikeluarkan Korps Lalu Lintas 
Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) pada tahun 2012, 
kendaraan bermotor di Indonesia mencapai jumlah 94.229.299 unit 
dengan jumlah sepeda motor mencapai 77,7 juta unit atau sekitar 82,4 
persen, mobil pribadi dengan jumlah 9,5 juta unit atau sekitar 10 persen 
disusul dengan mobil barang, bus dan kendaraan khusus. Dengan 
tingginya jumlah kendaraan bermotor serta konsumsi dari pihak industri 
membuat melonjaknya penggunaan bahan bakar minyak terutama bahan 
bakar minyak  bersusidi di Indonesia.  (www.korlantas.irsms.info/ januari 
2013)  
Banyaknya tingkat konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi 
memaksa pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk menekan 
tingkat konsumsi  bahan bakar minyak dan mengurangi jumlah subsidinya. 
Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah menaikan harga 
bahan bakar minyak bersubsidi. Berdasarkan data dari kementrian Energi 
dan Sumber Daya Mineral (kementrian ESDM) mencatat sejak tahun 1980 
pemerintah Indonesia telah beberapa kali menaikan dan menurunkan 
harga bahan bakar bersubsidi. Kenaikan harga bahan bakar minyak 
bersubsidi yang terbaru adalah pada tanggal 22 juni 2013. Kebijakan 
menaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi ini bertujuan untuk 
mengurangi jumlah subsidi bahan bakar minyak yang dirasa tidak tepat. 
Subsidi bahan bakar minyak yang dipangkas akan dialihkan kesektor yang 
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lebih tepat seperti pendidikan, pelayanan kesehatan dan pembangunan 
infrastruktur.  
Kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi sebesar 30% ini 
dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk mendapatkan keuntungan 
berlipat ganda dengan cara menimbun bahan bakar bersubsidi sebelum 
kenaikan harga dan menjualnya kembali setelah harga bahan bakar 
bersubsidi tersebut naik. Beberapa kasus yang diduga penimbunan bahan 
bakar terjadi di kota Makassar. Salah satu contoh dugaan penimbunan 
bahan bakar bersubsidi terjadi pada tanggal 20 Juni 2013. Kepolisian 
Sektor Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, menemukan penimbunan 
bahan bakar bersubsidi jenis bensin dan solar sebanyak satu ton. Menurut 
Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polsek pelabuhan Soekarno Hatta 
AKP Hardjoko, penangkapan dan penyitaan barang bukti puluhan jerigen 
dengan berat satu ton sekitar pukul 13.00 WITA pada kamis, 20 Juni 2013 
di Jalan Barukang Raya, Kelurahan Tamalabba, Kecamatan 
Ujungpandang, Makassar, menjelang kenaikan harga BBM 
(antarasulsel.com). 
Para pelaku penimbunan bahan bakar bersubsidi dapat dijerat 
menggunakan Pasal 53 huruf d juncto Pasal 23 ayat 2 Undang-undang 
Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yakni melakukan 
penyimpanan gas bumi tanpa adanya izin usaha penyimpanan. 
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B. Rumusan Masalah  
 Dengan latar belakang pemikiran di atas dan untuk menghindari 
kajian yang berlaku terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini 
maka penulis mempersempit ruang lingkup pembahasan dengan memilih 
rumusan masalah sebagai berikut  
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelaku melakukan 
penimbunan bahan bakar minyak  bersubsidi di kota Makassar.  
2. Bagaimana langkah-langkah penanggulangan, pencegahan serta 
tindak lanjut para pelaku penimbunan bahan bakar minyak 
bersubsidi oleh pihak-pihak terkait di kota Makassar. 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
a. Tujuan penelitian  
Adapun tujuan penelitan ini adalah 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab maraknya penimbunan 
bahan bakar minyak bersubsidi di kota Makassar. 
2. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pihak berwajib dan pihak 
terkait dalam hal ini Kepolisian kota Makassar dan Pertamina 
Regional VII Sulawesi dalam menanggulangi adanya kemungkinan, 
pencegahan, serta tindak lanjut para pelaku penimbunan bahan 
bakar minyak bersubsidi di kota Makassar 
 
6 
b. Kegunaan penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah 
1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi 
pemerintah dan apart penegak hokum khususnya ppihak 
kepolisisan dalam meminimalisir terjadinya tindak penimbunan 
bahan bakar minyak bersubsidi di kota Makassar. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan 
agar mereka lebih mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak 















A. Pengertian kriminologi 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang memepelajari 
tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard 
(1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis. Secara harfiah kriminologi 
berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan 
“logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu 
pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat. 
Beberapa sarjana memberikan definisi yang berbeda mengenai 
kriminologi diantaranya:  
Soedjono Dirjosisworo (1976:24) memberikan definisi kriminologi 
adalah:  
Pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat, perbaikan maupun 
pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun 
sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan secara lebih luas 
lagi  
 Sedangkan menurut W.A. Bonger kriminologi sebagai ilmu 
pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kehajatan seluas-
luasnya. Lanjut menurut W.A. Bonger (Topo Santoso, 2003: 9) 
menentukan suatu ilmu pengetahuan harus memenuhi syarat sebagai 
berikut: 
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1. Ilmu pengetahuan harus mempunyai metode tersendiri, artinya 
suatu prosedur pemikiran untuk merealisasikan suatu tujuan atau 
suatu cara yang sistematik yang dipergunakan untuk mencapai 
tujuan.  
2. Ilmu pengetahuan mempunyai sistem, artinya suatu kebulatan dari 
berbagai bentuk bagian yang saling berhubunga antara satu bagian 
dengan bagian yang lainnya. Selanjutnya dengan peranan masing-
masing segi didalam hubungan dan proses perkembangan 
keseluruhan. 
3. Mempunyai objektifitas, artinya mengejar persesuaian antara 
pengetahuan dan diketahuinya, mengejar sesuai isinya dan 
objeknya (hal yang diketahui). 
 
 Menurut W.A. Bonger (Topo Santoso, 2003:9) bahwa kriminologi 
yang memiliki syarat tersebut dianggap sebagai sebagai suatu ilmu yang 
mencakup seluruh gejala-gejala patologi sosial, seperti kemiskinan, 
pelacuran, narkotik dan lain-lain. Selanjutnya W.A Bonger (Topo 
Santoso, 2010: 9) membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang 
mencakup: 
1. Antropologi Kriminil; adalah ilmu pengetahuan yang manusia yang 
jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas 
pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-
tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dan 
seterusnya 
2. Sosiologi Kriminil; ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan 
sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab 
oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebabsebab 
kejahatan dalam masyarakat. 
3. Psikologi Kriminil; adalah ilmu pengtahuan tentang penjahat yang 
dilihat dari sudut pandang jiwanya. 
4. Psikopatologi dan Neuropatologi kriminil; adalah ilmu tentang 
penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. 
5. Penologi; merupakan ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya 
hukuman. 
Disamping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa: 
 
9 
1. Higiene Kriminil;  
yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegahterjadinya kejahatan. 
Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk 
menerapkan undang-undang, system jaminan hidup dan 
kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah 
terjadinya kejahatan. 
2. Politik Kriminil; yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu 
kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seorang 
melakukan kejahatan.  
3. Kriminalistik (Police Scientific); yang merupakan ilmu tenang 
pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan 
kejahatan. 
 
Shuterland (Topo santoso, 2010: 10) mengemukan bahwa : 
Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian 
dengan perbuatan jahat sebagai geljala sosial (The body of 
knowledge regardingcrime as a social phenomenon). 
 
 Menurut Shuterland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan 
hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hokum. 
Kriminologi olehnya dibagi menjadi 3 cabang utama yaitu: 
1. Sosiologi Hukum; kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum 
dilarang dan diancam dengan sanksi. Jadi yang menetukan bahwa 
suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini 
menyelidiki sebab-sebeb kejahatan harus pula menyelidiki faktor-
faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khusunya 
hukum pidana). 
2. Etiologi kejahatan; merupakan cabang ilmu kriminologi yang 
mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, 
etimologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama. 
3. Penology; pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan 
tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan 
usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. 
 Beberapa sarjana sependapat dengan Shuterland, akan tetapi tidak 
sedikit pula para sarjana yang tidak sependapat dengan definisi 
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kriminologi yang diberikan oleh Shuterland. Menurut Paul Mudigdo 
Mulyono definisi yang diberikan seakan tidak memberikan gambaran yang 
jelas mengenai peran pelaku kejahatan dalam kriminologi. Menurut definisi 
Paul Mudigdo Mulyono (Topo Santoso,2010:11) menjelaskan:  
bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu 
kejahatan, karena terjadinya kejahatan dipandang semata-mata 
merupakan perbuatan yang ditentang masyarakat, tetapi juga dengan 
adanya dorongan dari si pelaku  untuk melakukan perbuatan yang 
ditentang oleh masyarakat tersebut.  
 Oleh karena itu Paul Mudigdo Mulyono menggolongkan kriminologi 
sebagai Ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah 
manusia.  
 Menurut Michael dan Adler (Topo Santoso,2010:12) 
mengemukakan definisi kriminologi adalah:  
Kriminiologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan 
sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara 
resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan 
oleh para anggota masyarakat. 
 
 Wolfgang, Savitz dan Johnston (Topo Santoso,2010:12) 
memberikan definisi kriminologi sebagai berikut: 
Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang 
bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang 
gejalakejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara 
ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola 
dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku 
kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. 
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 Noach (Topo Santoso,2010:12) berpendirian istilah kriminologi 
adalah: 
Ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang 
menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan 
perbuatan tercela itu.  
 
 Sedangkan Wood (Abd Salam,2007:5) mendefinisikan kriminologi 
adalah:  
Ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang 
menyangkut orang-orang yang terlihat dalam perilaku jahat dan 
perbuatan tercela tersebut 
 
B. Kejahatan  
a. Pengertian kejahatan  
 Saat kita ingin mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan 
kejahatan maka tentu kita akan membahas mengenai pelanggaran norma 
yang dalam hal ini adalah hukum pidana. Pelanggaran norma tersebut 
dapat berupa perilaku yang merugikan, perilaku yang menjengkelkan, 
atau perilaku yang imbasnya menimbulkan korban. Dalam pandangan 
kriminologi positivis di Indonesia, kejahatan dipandang sebagai pelaku 
yang telah diputus oleh pengadilan, pelaku yang perlu dikriminalisasikan, 
populasi pelaku yang ditahan, perbuatan yang melanggar norma, serta 
perbuatan yang mendapat reaksi sosial. Sedangkan menurut para ahli 
kejahatan dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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 Menurut W. A. Bonger (Yesmil Anwar,2010:178) definisi kejahatan 
adalah:  
kejahatan merupakan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi 
dari Negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi 
terhadap rumusan hukum (legal definition) mengenai kejahatan. 
 
 Selanjutnya W. A. Bonger (A. S. Alam, 2010: 21) menjelaskan 
bahwa kejahatan dapat dibagi berdasarkan motif pelakunya. Pembagian 
pengelompokan kejahatan tersebut adalah:  
1. Kejahatan ekonomi (economic crime), misalnya penyelundupan  
2. Kejahatan seksual (sexual crime), misalnya perbuatan zinah 
3. Kejahatan politik (political crime), misalnya pemberontakan PKI 
4. Kejahatan lain-lain (miscelianeauos crime), misalnya penganiayaan 
 
 Menurut Thorsten Sellin (Yesmil Anwar,2010:178) mengemukakan 
bahwa: 
 
Bahwa hukum pidana tidak dapat memenuhi tuntutan-tntutan ilmuwan dan 
suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori  ilmiah 
adalah dengan mempelajari norma-norma kelakuan (conduct norms), 
karena konsep norma perilaku yang mencakupsetiap kelompok atau 
lembaga seperti Negara serta tidak merupakan ciptaan kelompok-
kelompok normative manapun, serta tidak terkungkung oleh batas politik 
dan tidak selalu harus terkandung di dalam hukum pidana.  
 Sue Titus Reid (Yesmil Anwar,2010:179) menjelaskan bahwa: 
Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (Omissi), alam pengertian ini 
seorang tidak hanya dapat dihikim karena pikirannya, melainkan harus 
ada suatu tundakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini, 
kegagalan dalam bertindak dapat uga dikatakan sebagai kejahatan, jika 
terdapat suau kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. 




 Selanjutnya Sutherland (Yesmil Anwar,2010:179) memberi 
pengertian sebagai berikut: 
 
Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan, 
terhadapanya Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk 
mencegah dan memberantasnya. 
 
 Herman Mainheim (Yesmil Anwar,2010:179) menjelaskan bahwa 
kejahatan adalah: 
 
Perumusan tentang kejahatn adalah perilaku yang dapat dipidana, 
kejahatan merupakan istilah teknis apabila terbukti. 
 
 Lanjut Richard Quinney (Yesmil Anwar,2010:179) menjelaskan: 
 
Kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang 
diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara 
politis terorganisasi. Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku 
yang diberikan terhadap sejulah orang oleh orang lain, dengan demikian 
kejahatan adalah suatu yang diciptakan. 
 
 Menurut Howard Becker (Yesmil Anwar,2010:179) yang dimaksud 
dengan kejahatan adalah: 
Perilaku yang menyimpang bukanlah suatu kualitas tindakan melainkan 
akibat dari penerapan cap/label terhadap perilaku tersebut. 
 
 Hasskel dan Yablosky (Yesmil Anwar,2010:180) memberikan 
penjelasan tentang kejahatan sebagai berikut: 
Yang dinamakan dengan kejahatan adalah yang tercatat dalam statistik, 
tak ada kesepakatan tentang perilaku anti sosial, sifat kejahatan dalam 
hukum pidana, dan hukum yang menyediakan perlindungan bagi seorang 
dari stigmatisasi yang tidak adil. 
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 Selanjutnya Austin Turk (Yesmil Anwar,2010:180) menjelaskan 
kejahatan adalah: 
Sebagian besar orang yang melakukan perbuatan yang secara hukum 
dirumuskan sebagai kejahatan, maka data kejahatan yang didasarkan 
pada penahanan atau hubungan yang tidak relevan untuk menjelaskan 
kejahatan, karena hanya merupakan cap/label penjahat semata.   
 
 Sellin (Yesmil Anwar,2010:180) menjelaskan bahwa kejahatan 
adalah: 
 Untuk mempelajari kejahatan secara ilmiah perlu diperhatikan 
belenggu-belenggu yang diciptakan dalam hukum pidana. 
Menurut A. S. Alam (2010: 16-17) untuk mendefinisikan kejahatan, 
terdapat dua sudut pandang definisi yaitu: 
1. Sudut pandang hukum, kejahatan dari sudut pandang ini adalah 
setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun 
jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang 
Undang-Undang pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang 
bukan kejahatan. 
2. Sudut pandang masyarakat, kejahatan dari sudut pandang ini adalah 
pebuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam 
masyarakat. 
 Berdasarkan pengertian-pengertian tentang definisi kejahatan yang 
telah dipaparkan oleh para ahli diatas, maka kejahatan dapat ditinjau dari 
dua segi yaitu segi yuridis dan dari segi sosiologis. Secara yuridis, 
kejahatan adalah semua tingkah laku atau perbuatan manusia yang dapat 
dipidana sesuai dengan aturan hukum pidana. Sedangkan secara 
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sosiologis, kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang bersifat 
merugikan masyarakat. 
b. Unsur-unsur pokok kejahatan 
 Menurut A. S. Alam (2010: 18-19) untuk mendefinisikan sesuatu 
perbuatan sebagai kejahatan terdapat tujuh unsur pokok yang saling 
berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah: 
1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian  
2. Kerugian tersebut telah diatur dalam hukum pidana (KUHPidana) 
3. Harus ada perbuatan 
4. Harus ada maksud jahat 
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat. 
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam 
KUHPidana dengan perbuatan       
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. 
 
c. Klasifikasi Kejahatan 
 Kejahatan dapat digolongkan dalam beberapa golongan berdasarkan 
beberapa pertimbangan: 
 W. A. Bonger  (A. S. Alam 2010: 21) menjelaskan bahwa kejahatan 
berdasarkan motif pelakunya dapat dibagi menjadi beberapa golongan 
yaitu: 
1. Kejahatan ekonomi (economic crime), misalnya penyelundupan. 
2. Kejahatan seksual (sexual crime), misalnya perbuatan zinah. 
3. Kejahatan politik (political crime), misalnya pemberontakan PKI. 
4. Kejahatan lain-lain (miscelianeaous crime), misalnya penganiayaan.  
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 Selain ditinjau dari motifnya kejahatan juga dapat digolongkan 
berdasarkan berat atau ringan ancaman pidanannya: 
1. Kejahatan, ancaman pidana pada golongan ini dapat berupa 
hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara 
sementara. Tindak pidana yang termasuk golongan kejahatan 
antara lain yakni semua pasal-pasal yang disebut dalam buku ke-II 
KUHP serta delik-delik diluar KUHP seperti tindak pidana korupsi, 
penyalahgunaan narkoba, terorisme dan lain-lain. 
2. Pelanggaran, pelanggaran di dalam bahasa Inggris biasa disebut 
misdelmeanor. Ancaman hukumannya biasanya berupa hukuman 
denda atau pidana kurungan. Tindakan yang termasuk golongan 
pelanggaran yakni semua pasal-pasal yan disebut dalam buku ke-
III KUHP ataupun aturan diluar buku ke-III KUHP seperti 
pelanggaran lalu lintas. 
 
 
C. Teori Kejahatan 
a. Perspektif biologis  
1. Lahir sebagai penjahat (Born Criminal) 
 Teori lahir sebagai kriminal (Born Criminal) yang di kelurkan oleh 
Cesare Lombroso yang diilhami oleh teori Charles Darwin tentang evolusi 
manusia. Disni Lombroso membantah tentang sifat free will yang dimiliki 
manusia. Doktrin Atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani 
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yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul 
sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada 
manusia modern.  
 Lombroso menggabungkan Positivism Comte, teori evolusi dari 
Charles Darwin, serta pioner-pioner lain dalam studi tentang hubungan 
kejahatan dan tubuh manusia. Bersama pengikutnya Enrico Ferri dan 
Rafaele Gorofalo, Lombroso membangun suatu orientasi baru bernama 
mazhab Italia atau mazhab positif. Mazhab ini mencari penjelasan atas 
tingkah laku Kriminal melalui eksperimen dan penelitian ilmiah. 
 Inti dari penjelasan Lombroso tentang kejahatan adalah bahwa 
penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda 
daengan non-kriminal. Lombroso mengklain bahwa penjahat mewakili 
suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan dalam karakter fisik 
yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi. 
 Berdasarkan penelitian yang dilakukannya saat menjadi dokter 
militer, Lambroso (A. S. Alam ,2010:36) mengklarifikasikan penjahat 
kedalam 4 golongan, yaitu: 
1. Born Criminal, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme 
diatas. 
2. Insane Criminal, yaitu orang yang menjadi penjahat sebagai hasil 
dari bebebrapa perubahan dalam tak mereka yang mengganggu 
kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. 
Contohnya adalah kelompok idiot, embisil atau paranoid. 
3. Occasional Criminal atau Crminaloid, yaitu pelaku kejahatan 
berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga 
18 
mempengaruhi kepribadiannya. Contohnya penjahat kambuhan 
(habitual criminals) 
4. Criminal of Passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan 
kejahatan karena marah, cinta atau karena kehormatan.  
 
2. Tipe Fisik 
 Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ernest 
Kretschmer  (A. S. Alam, 2010: 37) terhadap 260 orang gila di Jerman, 
berhasil mengidentifikasikan empat tipe fisik, yaitu: 
a. Asthenic: kurus, bertubuh ramping, berbahu kecil yang berhubungan 
dengan  schizophrenia (gila). 
b. Athletic: menengah tinggi, kuat, berotot, bertulang kasar. 
c. Pyknic: tinggi sedang, figure yang tegap, leher besar, wajah luas 
yang berhubungan dengan depresi. 
d. Tipe campuran yang tidak terklasifikasi. 
 
 Sedangkan menurut William H. Sheldon bahwa ada korelasi yang 
tinggi antara fisik dan tempramen seseorang. William H. Sheldon (A. S. 
Alam, 2010: 37)  memformulasikan sendiri kelompok somatotypes, yaitu : 
a. The Endomorph (bertubuh gemuk) 
b. The Mesomorph (berotot dan bertubuh atletis) 
c. The Ectomporph (tinggi, kurus, fisik yang rapuh) 
 
 Menurut Sheldon, orang yang didominasikan sifat bawaan 
mesomorph cenderung lebih dari orang lainnya untuk terlibat dalam 
perilaku illegal. Dengan mengandalkan pada pengujian fisik dan 
psikologis, Sheldon menghasilkan suatu bentuk „index to delinquency‟ 
yang dapat digunakan untuk member profil dari tiap problem pria secara 
mudah dan cepat. 
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 Selain William H. Sheldon dan Ernest Kretschmer, Sheldon Glueck 
dan Eleanor Glueck juga melakukan penelitan untuk mendapatkan 
penjelasan tentang teori kejahatan dari tipe fisik penjahat. Sheldon Glueck 
dan Eleanor Glueck melakukan studi komperatif antara pria delinquent 
dan non delinquent. Pria delinquent didapati memiliki wajah yang sempit, 
dada dan lengan atas lebih besar dibandingkan non delinquent. Penelitian 
mereka juag mendapati bahwa 60% delinquent didominasi oleh 
mesomorphic.  
 
3. Disfungsi Otak dan Learning disabilities 
 Disfungsi otak dan cacat neurologis secara umum ditemukan pada 
mereka yang menggunakan kekerasan secara berlebihan dibanding 
masyarakat pada umumnya. Banyak perilaku kejahatan kekerasan 
kelihatannya memiliki cacat didalam otaknya dan berhubungan dengan 
terganggunya pengontrolan diri (self control). Delinquency berhubungan 
dengan learning disabilities, yaitu kerusakan pada fungsi sensor dan 
motorik yang merupakan hasil dari beberapa kondisi abnormal. 
  
4. Faktor Genetik 
a)  Penelitian Terhadap Kembar Genetik (Twin studies) 
 Penelitian yang dilakukan oleh Karl Cristiansen dan Sanoff A. 
Mednick terhadap 3.586 pasang kembar disuatu kawasan Denmark yang 
dikaitkan dengan kejahatan serius telah menghasilkan hipotesis baru. 
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Mereka menemukan bahwa pada identical twins, jika pasangannya 
melakukan kejahatan. Maka 50% pasangannya juga melakukan. 
Sedangkan pada fraternal twins, angka tersebut hanya berkisar sekitar 
20%. Hasil dari temuan ini mendukung hipotesis bahwa pengaruh 
genetika meningkatkan resiko kriminalitas. 
b)  Studi Tentang Adopsi (Adoption Studies) 
 Studi tentang ini dilakukan di Denmark tehadap 14.427 anak yang 
diadopsi. Dari hasil penelitian ini ditemukan data: 
1) Dari anak-anak yang orang tua angkatnya dan orang tua aslinya 
tidak tersangkut kejahatan, 13,5% terbukti melakukan kejahatan. 
2) Dari anak-anak yang memiliki orang tua angkat kriminal , tetapi 
orang tua aslinya tidak, 14,7% terbukti melakukan kejahatan. 
3) Dari anak-anak yang orang tuanya angkatnya tidak kriminal dan 
orang tua aslinya kriminal,  20% terbukti melakukan kejahatan. 
4) Dari anak-anak yang orang tua angkat dan orang tua aslinya 
kriminal, 24,5% terbukti melakukan kejahatan. 
 Dari hasil temuan diatas mendukung klaim bahwa kriminalitas dari 
orang tua asli (orang tua biologis) memiliki pengaruh lebih besar terhadap 




c) The XYY Sindrome 
 Setiap orang memiliki 23 pasang kromosom yang diwariskan. Satu 
kromosom menentukan jenis kelamin. Seorang perempuan mendapat satu  
X kromosom dari ayah dan ibunya, seorang laki-laki mendapat 1 
kromosom dari ibunya dan satu Y kromosom dari ayahnya. Terkadang 
kesalahan dari produksi sprema atau sel telur menghasilkan abnormalitas 
genetic. Salah satu tipe abnormalitas genetic adalah “the XYY 
chromosome male” atau laki-laki dengan XYY kromosom. Orang tersebut 
menerima dua Y kromosom dari ayahnya. Kurang lebih satu dari seratus 
kelahiran laki-laki dikeseluruhan populasi memiliki komposisi genetika 
semacam ini. Mereka yang memiliki kromosom XYY cenderung bertubuh 
tinggi, secara fisik agresif dan sering melakukan kekerasan.     
b.  Perspektif Psikologis 
1.  Teori Psikoanalisis 
 Teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan delinquent 
dan perilaku criminal dengan “conscience” (hati niurani) yang baik, dia 
begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu 
lemah sehingga sehingga tudak dapat mengontorl dorongan-dorongan 
dirinya untuk segera memenuhi suatu kebutuhan.  
 Penemu dari psychoanalysis Sigmund Freud (A. S. Alam, 2010 : 
40) mengemukakan pendapatnya bahwa:  
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Kriminalitas mungkin hasil dari “an overactive conscience” yang 
menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan 
kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu hukuman 
diberikan maka perasaan bersalah mereka akan mereda.  
 
Pendekatan psychoanalytic masih tetap menonjol dalam menjelaskan baik 
fungsi normal maupun asosial. Meskipun dikritik, tiga prinsip dasarnya 
menarik perhatian kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan. 
Ketiga prinsip dasar tersebut adalah: 
a)  Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan 
melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka. 
b)  Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, 
dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan. 
c) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik 
psikologis. 
 
2. Kekacauan Mental (Mental Disorder) 
 Meskipun perkiraannya berbeda-beda, namun berkisar antara 20 
hingga 60 persen penghuni lembaga pemasyarakatan mengalami satu 
tipe kekacauan mental atau mental disorder. Keadaan seperti ini 
digambarkan oleh seorang dokter Perancis bernama Philippe Pinel 
sebagai manie sans delire (madness without confusion), atau oleh 
seorang dokter Inggris bernama James C. Prichard sebagai “moral 
insanity” dan oleh Gina Lombroso-Ferrero sebagai “irresistible atavistic 
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impulse”. Pada dewasa ini penyakit mental tadi disebut sebagai 
psycopatby atau antisocial personality, yaitu suatu kepribadian yang 
ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang 
kehangatan/keramahan, dan tidak merasa bersalah. 
 Psikiater Havey Clecke memandang psychopathy sebagai suatu 
penyakit serius meskipun penderitanya tidak terlihat sakit. Menurutnya, 
para psychopath terlihat mempunyai kesehatan mental yang sangan 
bagus, tetapi apa yang kita saksikan itu sebenarnya hanyalah suatu “mask 
of sanity” atau topeng kewarasan. Para psychopath tidak menghargai 
kebenaran, tidak tulus, tidak merasa malu, bersalah atau terhina. Mereka 
berbohong dan melakukan kecurangan tanpa ada keraguan dan 
melakukan pelanggaran verbal maupun fisik tanpa pernecanaan. 
 Pencarian personality traits (sifat kepribadian) telah dimulai dengan 
mencoba menjelaskan kecakapan mental secara biologis. 
Feeblemindedness (lemah pikirab), insanity (penyakit jiwa) dan stupidity 
(kebodohan) dianggap diwariskan.  
3. Pengembangan Moral (Development Theory) 
 Pionir dari teori pengembangan moral Lawrence Kohlberg, 
menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tiga tahap. Pertama 
preconventional stage atau tahap pra-konvensional. Pada tahap ini aturan 
moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” 
untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak-anak yang berpikir 
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pada tahap pra-konvensional biasanya berumur dibawah 9 sampai 11 
tahun.  
 Tahap selanjutnya dalam pengembangn moral adalah conventional 
level atau tingkat konvensional. Kelompok remaja biasanya berpikir pada 
tingkat konvensional. Pada tingkat ini, seorang individu meyakini serta 
mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat. Lebih jauh lagi mereka 
berusaha untuk menegakkan aturan-aturan itu. Mereka misalnya berpikir 
bahwa “mencuri itu tidak sah, maka saya tidak seharusnya mencuri dalam 
keadaan apapun”. 
 Tahap ketiga atau tahap terakhir adalah tahap postconvensional 
level atau tahap poskonvensional. Pada tahap ini individu-individu secara 
kritis menguji kebiasan-kebiassan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan 
perasaan mereka tentang hak-hak universal, prinsip-prinsip moral dan 
kewajiban-kewajiban. Mereka biasanya berpikir bahwa: “orang semustinya 
mengikuti aturan hukum, namun prinsip-prinsip etika universal, seperti 
penghargaan pada hak-hak asasi manusia dan untuk martabat hidup 
manusia, menggantikan hukum tertulis bila keduanya beradu”. Tingkat 
pemikiran moral seperti ini umumnya dapat dilihat setelah usia 20 tahun. 
 Psikolog John Bowlby mempelajari kebutuhan akan kehangatan dan 
kasih sayang dan kasih sayang sejak lahir dan kosekuensinya jika tidak 
mendapatkan hal itu. Dia mengajukan theory of attachment (teori kasih 
sayang) yang terdiri dari tujuh hal penting, yaitu: 
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1. Specify (kasih sayang yang bersifat selektif). 
2. Duration, bahwa kasih sayang itu berlangsung lama dan bertahan. 
3. Engagement of emotion, bahwa kasih sayang melibatkan emosi. 
4. Ontogeny, yaitu pada rangkaian perkembangannya, anak 
membentuk kasih sayang pada satu figur utama. 
5. Learning, bahwa kasih sayang berasal dari interaksi sosial yang 
mendasar. 
6. Organization, bahwa kasih sayang mengikuti suatu organisasi 
perkembangan. 
7. Biological function, yaitu perilaku kasih sayang memiliki fungsi 
biologis yaitu survival. 
 
4. Pembelajaran Sosial atau Social Learning Theory 
 Teori pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa perilaku delinquent 
dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagai mana semua 
perilaku non-deliqiuent. Tingkah laku dipelajarai jika ia diperkuat atau 
diberkan ganjaran dan tidak dipelajari jika tidak diperkuat. Ada beberapa 
jalan kita mempelajari tingakh laku yaitu observation (observasi), direct 
experience (pengalaman langsung) dan diferential reinforcement 




c. Perspektif sosiologi 
 Berbeda dengan teori-teori sebelumnya, teori-toeri dari perspektif 
sosioligis mencari alasan-alasan perbedaaan dalam hal angka kejahatan 
didalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dikelompokan menjadi tiga 
kategori umum, yaitu:  
1. Anomie (ketiadaan norma)  
2. Strain (ketegangan) 
3. Cultural Deviance (penyimpangan budaya) 
4. Social Control (control sosial) 
Teori Anomine dan Penyimpangan Budaya, memusatkan perhatian pada 
kekuatana-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang 
melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan 
tingkah laku criminal saling berhubungan.  
 Walter Luden (A. S. Alam 2010: 46) berpendapat faktor-faktor yang 
berperan dalam timbulnya kejahatan adalah: 
Gejala yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah 
sebagai berikut:  
a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya 
cukup besar dan sukar dicegah. 
b. Terkadang konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan 
norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergesera 
sosial yang cepat , terutaman di kota-kota besar. 
c. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada 
pola control sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat 
terutama remajanya menghadapi “samarpola” (ketidaktaatan pada 




1. Teori Anomie 
 Seorang ahli sosiologis dari perancis Emile Durkhiem menekankan 
pada “normlessness”  yang berarti mengendornya pengawasan dan 
pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan 
moral, yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dengan 
perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam 
pergaulan. Dikatakan oleh Durkhem (A. S. Alam, 2010: 47)  
Tren sosial dalam masyarakat industry perkotaan modern mengakibatkan 
perubahan norma, kebingungan dan berkurangnya control sosial atas 
individu.   
 
 Selanjutnya Durkhem (A. S. Alam, 2010: 48)  juga memberikan 
penjelasan bahwa:  
Penjelasan tentang perbuatan manusia tidak terletak pada diri si individu, 
tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial 
  
 Seiring dengan pendapat yang dikatakan oleh Durkhem, maka 
individualisme meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru yang besar 
kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas disamping 
meningkatkan kemungkinan perilaku yang menyimpang. Dalam konteks 
ini Durkheim memperkenalkan istilah anomie sebagai hancurnya 
keteratuaran sosial sebagai akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-
nilai.  
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 Anomie dalam teori Durkhiem juga dipandang sebagai kondisi yang 
mendorong sifat individualistis (egois/memenangkan diri sendiri) yang 
cenderun melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini akan diikuti 
dengan perilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat. Durkhiem 
meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju 
ke suatu masyarakat modern dan kota, maka kedekatan (intimacy) yang 
dibutuhkan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma umum (a 
common set of rules) akan merosot. seperangkat aturan-aturan umum, 
tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang disatu sektor mungkin 
bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain, sistem tersebut 
akan runtuh, dan masyarakat itu berada dalam kondisi anomi. 
2. Teori Strain      
 Seperti halnya Durkhiem, Robert Merton mengaitkan masalah 
kejahatan dengan anomie. Tetapi konsepsi Merton tetang anomie agak 
berbeda dengan konsepsi anomie dari Durkhiem. Menurut Merton yang 
menjadi masalah sesungguhnya adalah social structure (struktur sosial) 
yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua anggotanya 
tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya. Kekurangpaduan 
antara apa yang diminta oleh budaya (yang mendorong kesuksesan) 
dengan apa yang diperbolehkan oleh struktur (yang mencegahnya 
memperoleh kesuksesan), dapat menyebabkan norma-norma runtuh 
karena tidak lagi efektif untuk membimbing tingkahlaku. Merton meminjam 
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istilah anomie dari Durkhiem guna menjelaskan keruntuhan system norma 
ini. 
 Menurut Merton, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, 
kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. 
Sangat sedkit anggota kelas bawah yang dapat mencapainya. Teori 
anomie dari Merton menekankan pentingnya dua unsur penting di setiap 
masyarakat, yaitu:  
1. Cultural aspration atau culture goals yang diyakini berharga untuk 
diperjuangkan  
2. Institutionalized means atau accepted ways untuk mencapai tujuan 
tersebut. 
 Jika suatu masyarakat stabil maka dua unsur ini akan terintegrasi, 
dengan kata lain sarana harus ada bagi setiap individu. Hal ini 
diperuntukkan guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka.  
 Berdasarkan perspektif diatas, struktur sosial merupaka akar dari 
permasalahan kejahatan (karena itu terkadang pendekatan ini disebut a 
structural explanation). Teori strain ini berasumsi bahwa orang itu taat 
hukum, tetapi dibawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, 




3. Teori Penyimpangan Budaya (Cultural Deviance Theories) 
 Teori penyimpangan budaya atau cultural deviance theories ini 
meusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuata sosial (social forces) yang 
menyebabkan orang melakukan tindakan criminal. Teori penyimpanya 
budaya memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas 
pada kelas rendah (lower class). Proses penyesuaian diri dengan system 
nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, 
menyebabkan benturan hukum-hukum masyarakat.  
Tiga teori utama dalam teori penyimpanga budaya, adalah: 
a) Social disornaization 
b) Differentian association 
c)  Cultural conflict      
  
a) Social Disorganization Theory 
 Social disorganization theory memfokuskan diri pada perkembangan 
area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan 
diintergasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industiralisasi 
yang cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi.  
 Menurut W.I. Thomas dan Florian Znaniecky (Topo Santoso, 2010: 
69) meningkatnya angka kejahatan dan deliquentcy yang berkaitan 
dengan social disorganization, yaitu:  
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Tidak berlangsunya ikatan sosial, hubunga kekeluargaan, lingkungan, dan 
kontrol-kontrol sosial di dalam lingkungan dan komunitas. 
 
 Selanjutnya Thomas dan Znaniecky berpendapat bahwa lingkungan 
yang disorganized secara sosial, di mana nilai-nilai dan tradisi 
konvensional tidak ditransmisikan dari satu generasi ke generasi 
berikutnya. Salah satu contoh yang bisa dilihat dalam hal ini adalah 
kehidupan anak-anak yang dibersarkan didaerah pedesaan dengan 
budaya dan adat yang masih kental, kemudian mereka melanjutkan 
sekolah ke daerah perkotaan yang penuh dengan kebebasan dalam 
pergaulan yang pada akhirnya menjadikan mereka mengenal narkoba, 
minuman keras dan seks bebas.  
 Selanjutnya teori social disorganization dikembangkan oleh Robert 
Park dan Ernest Burgess. Metode yang dilakukan oleh Park dan Burgess 
adalah dengan mengintrodusir analisa ekologis dari masyarakat manusia. 
Ekologi adalah studi tentang tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang 
dalam hubungan satu dengan yang lain dan dengan habitatnya alamnya. 
Organisme hidup di dalam suatu suatu dunia kompleks dimana untuk 
tetap eksis, setiap bagian tergantung pada bagian lainnya. Pendekatan 
yang kurang lebih sama mengkaji human ecology (ekologi manusia), yaitu 
interrelasi antara manusia dengan lingkunganya. 
 Dalam studinya tentang diorganisasi sosial, untuk mengetahui 
penjelasan tentang tingginya angka kejahatan, Park dan Burges 
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melakuakn penelitian terhadap daerah (area) dan bukannya meneliti para 
penjahat. Mereka mengembangkan pemikiran tentang natural urban 
areas, yang terdiri atas zona-zona konsentrasi yang memanjang keluar 
dari distrik pusat bisnis di tengah kota (downtown central bisnis district) 
sampai ke comuter zone di pinngiran kota. Setiap zona memiliki sruktur 
dan organisasinya sendiri, karakteristik budaya serta penghuni yang unik. 
 Meski bukan pengajar dari Universitas Chicago, Clifford Shaw dan 
Henry McKay, dua peneliti pada Chicago‟s Institute for Juvenile Research 
ini memiliki hubungan dekat dengan dengan jurusan sosiologi dari 
Universitas tersebut. Mereka secara khusus tertarik dengan model yang 
dikembangkan oleh Park dan Burgess. Mereka menggunakan penduduk 
yang tersebar di ruang-ruang yang berbeda untuk meneliti secara empiris 
hubungan antara angka kejahatan dengan ruang-ruang yang berbeda 
misalnya, daerah kumuh, daerah kumuh, pusat kota, daerah perdagangan 
dan sebagainya. Penemuan ini berkesimpulan bahwa faktor paling 
krusial bukanlah etnisitasi, melainkan posisi kelompok di dalam 
penyebaran status ekonomi dan nilai-nilai budaya.  
 Selanjutnya Shaw dan McKay (A. S. Alam, 2010: 56) menunjukan 
bahwa cultural transmition adalah: 
Deliquensi yaitu perilaku sosial yang dipelajari, yang dipindahkan dari 
generasi yang satu kegenerasi berikutnya pada lingkungan kota yang 




b) Differential Association 
 E. H. Shuterland mencetuskan teori yang disebut Differential 
Association Theory sebagai penyebab kejahatan. Ada Sembilan proporsi 
dalam menjelaskan teori tersebut, (A. S. Alam, 2010: 56) yaitu: 
1. Tingkah laku criminal dipelajari. 
2. Tingkah laku criminal dipelajari dalam interaksi dengan orang 
lain dalam proses komunikasi.   
3. Bagian terpenting dalam mempelajari tingkah laku criminal itu 
terjadi dalam kelompok-kelompok orang yang dekat atau intim. 
4. Ketika tingkah laku criminal dipelajari, pelajaran itu termasuk 
teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang-kadang 
sangat suli, kadang-kadang sangat mudah dan arah khusus 
dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, 
dan sikap-sikap. 
5. Arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu 
dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum 
apakah ia menguntungkan atau tidak. 
6. Seseorang yang menjadi delinquent karena definisi-definisi 
yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih kuat dari 
definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar 
hukum. 
7. Asosiasi diferensial itu mungkin bebeda-beda dalam frekuensi 
atau kekerapannya, lamanya, prioritasnya dan intensitasnya. 
8. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan 
dengan pola-pola criminal dan anti kriminal melibatkan semua 
mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar. 
9. Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari 
kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku 
kriminal itu tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan-kebutuhan 
dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku nonkriminal 
juga merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-
nilai yang sama. 
 
 Makna dari teori Shuterland merupakan pendekatan individu 
mengenai seseorang dalam kehidupan masyarakatnya. Karena 
pengalaman-pengelamannya tumbuh menjadi penjahat. Ada individu atau 
kelompok individu yang secara yakin dan sadar melakukan perbuatan 
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melanggar hukum. Hal ini disebabkan karena adanya dorongan posesif 
mengungguli dorongan kreatif yang untuk itu dia melakukan pelanggaran 
hukum dalam memenuhi posesifnya.   
 
c) Culture Conflic  
 Dalam teori culture conflict, keadaana masyarakat dapat dilihat 
berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut:  
a. Kurangnya ketetapan dalam pergalan hidup 
b. Sering terjadi pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang 
satu sama lain berbeda bahkan ada yang saling bertentangan. 
 Hal ini sesuai dengan pendapat Thorsten sellin, setiap kelompok 
masyarakat memiliki conduct norms-nya sendiri dan bahwa conduct norms 
dari satu kelompok mungkin bertentangan dengan conduct norms 
kelompok lain. Culture conflict theory terdiri dari subcultural theories, yang 
kemudian terbagi lagi menjadi subculture of violence. Teori subculture 
timbul ketika orang-orang dalam keadaan serupa mendapati diri mereka 
terpisah dari mainstream (arus terbesar) masyarakat dan mengingatkan 
diri mereka untuk saling mendukung.  
d) Control social theory 
 Pengerian control theory merujuk pada setiap prospektif yang 
membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sememtara itu, 
pengertian control social theory merujuk pada kepada pembahasan 
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delinquency dan kejahatan yang berkaitan dengan variable-variabel yang 
bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok 
dominan.  
4. Teori Labeling. 
 Teori labeling muncul pada tahun 1960-an dengan menggunakan 
pendekatan yang berbeda dari teori-teori sebelumnya. Meskipun teori ini 
merupakan cabang/ pengembangan dari teori yang muncul lebih dahulu, 
teori labeling menjawab pertanyaan tentang kejahatan dan penjahat 
dengan menggunakan perpektif baru.  
 Teori Labeling banyak dipengaruhi oleh aliran Chicago, yaitu yang 
berkaitan dengan interaksi simbolis. Howard S. becker dan Edwin Lemert 
merupakan tokoh penting dalam pengemnagan teori ini. Hal penting yang 
pada masa ini adalah digunakannya metode baru untuk mengukur atau 
mengetahui adanya kejahatan, yaitu dengan menggunakan self report 
study yaitu melakukan interview terhadap pelaku kejahatan yang tidak 
tertangkap atau tidak diketahui oleh polisi. 
 Pembahasan Teori Labeling menekankan pada dua hal yaitu :  
1. Menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-
orang tertentu diberi label. 
2. Pengaruh efek dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi 
dari perbuatan yang telah dilakukan.  
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 Menurut Howard S. Becker (Indah Sri Utari, 2012 : 109) kajian pada 
teori labeling tertuju pada dua soal yaitu: 
1. Menjelaskan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu 
diberi cap atau label. 
2. Pengaruh/ efek dari label yang diberikan itu pada penyimpangan 
tingkah laku seseorang. Itu berarti, reaksi masyarakat terhadap 
suatu perilaku dapat menimbulkan perilaku jahat.  
 
 Terkait dengan masalah kejahatan yang dilakukan, F. M. Lemert 
(Indah Sri Utari, 2012 : 109) membedakan tiga bentuk penympangan 
yaitu: 
1. Individual Deviation, dimana timbulnya penyimpangan diakibatkan 
psikis dalam. 
2. Situational Deviation, sebagai hasih stres atau tekanan dari 
keadaan. 
3. Systematic Deviation, sebagai pola-pola perilaku kejahatan yang 
terorganisir dalam sub-sub kultur atau sistem tingkah laku.   
 Lemert juga membedakan antara penyimpangan primer (primary 
deviance) dan penyimpangan sekunder (secondary deviance). 
Penyimpangan primer muncul dalam konteks saosia-budaya dan sangat 
bervariasi dan hanya mempunyai efek samping bagi struktur fisik individu. 
Pada dasarnya, penyimpangan primer tidak mengakibatkan reorganisasi 
simbolis pada tingkat sikap diri dan peran sosial. Penyimpangan sekunder 
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5. Teori Konflik 
 Teori konflik muncul tidak lama setelah teori label. Teori ini lebih 
menekankan kepada pola kejahatan yang ada dan mencoba untuk 
memeriksa atau meneliti pembentukan hukum dan penerapan hukum 
pidana. Teori konflik juga berorientasi pada masalah politik, hal ini 
berbeda dengan teori labeling. 
 Setidaknya ada empat asumsi dasar teori konflik yang umum diakui, 
yaitu:  
1. Konflik merupakan hal yang bersifat alamiah dalah masyarakat. 
2. masyarakat cenderung mengelami perubahan. Dalam setiap 
perubahan, peranan kekuasaan terhadap kelompok masyarakat lain 
terus terjadi. 
3. Selalu ada kompetisi untuk terjadinya perubahan. 
4. Dalam kompetisi itu, pengguna kekuasaan hukum dan penegakan 
hukum selalu menjadi alat dan mempunyai peranan penting dalam 
masyarakat. 
 Asumsi-asumsi tersebut tidak lepas dari sejumlah kenyataan yang 
bagi teori konflik berlaku relative umum. Kenyataan-kenyataan dimaksud 
adalah sebagai berikut : 
1.  Masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda. 
2.  Terjadi perbedaan penilaian dalam kelompok-kelompok tersebut 
tentang baik dan buruk. 
3.  Konflik antara kelompok-kelompok tersebut mencerminkan 
kekuasaan politik.  
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4.  Hukum dibuat untuk kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan 
politik. 
5.  Kepentingan utama dari pemegang kekuasaan politik untuk 
menegakkan hukum adalah menjaga dan memelihara 
kekuasaannya. 
 Berdasarkan dari asumsi dan kenyataan diatas, maka bentuk teori 
konflik terbagi dalam dua bagian, konflik konservatif dan konflik radikal. 
a)  Konflik Konservatif 
 Teori konflik konservatif menekankan pada dua hal yaitu kekuasaan 
dan penggunaannya. Teori ini beranggapan bahwa konflik muncul di 
antara kelompok-kelompok yang mencoba menggunakan control atas 
situasi atau kejadian. 
 Teori konflik beranggapan bahwa siapa yang berada pada 
kedudukan yang tinggi pada struktur kelas sosial, maka mereka lebih 
memiliki kekuatan terhadap masyarakat. Dengan demikian mereka yang 
memeiliki kekuasaan makan dapat mempengaruhi pembuat keputusan. 
Disamping itu, mereka juga dapat memaksakan nilai-nilai terhadap kelas 
sosial yang lebih rendah. 
 Nilai-nilai kelompok yang dibentuk dalam dalam hukum akan dapat 
digunakan oleh kelompok yang bersangkutan. Dengan demikian, mereka 
akan menggunakan hukum untuk mendapat keuntungan. Bagi kelompok 
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yang diuntungkan, keadaan ini akan tetap dipertahankan demi kelestarian 
kekuasaan yang dimiliki.    
 Dahrendorf (Indah Sri Utari, 2012: 114) berpendapat bahwa:  
Konflik sangat dipengaruhi oleh peran para aktor dalam organisasi yang 
didukung oleh ideology dan kepentingan umum 
 Slanjutnya Talcott Parsons (Indah Sri Utari, 2012: 114) 
menambahkan bahwa: 
Konflik terjadi karena benturan-benturan kepentibgan (perebutan status, 
kekuasaan, dan materi) dari para actor yang ada. Asumsi yang melandasi 
konflik tersebut, karena setiap actor yang ada dalam organisasi saling 
merebut tujuan tertentu, dan actor-aktor itu memiliki cara untuk mencapai 
tujuan tersebut. Actor-aktor dan kelompok yang berbeda dihadapkan 
dengan sejumlah kondisi situasional tertentu yang bisa menimbulkan 
ketegangan sosial dan konflik terbuka. 
 
 Selain apa yang sudah dikemukakan diatas, teori ini mengemukakan 
hubungan antara penggunaan power dengan pembentukan hukum. 
Pembentukan hukum merupakan perwujudan nilai-nilai para pembuat 
hukum. Dengan demikian, mereka akan lebih dilindungi hukum dan 
kriminalisasi akan diberikan kepada mereka yang berada diluar kelompok 
pemegang kekuasaan.  
b)  Perspektif Radikal Konflik 
 Teori radikal konflik menempatkan diri diantara anarki politik dan 
materialisme ekonomi. Beberapa tokoh paling berpengaruh dalam teori ini 
seperti William Chambliss, Richard Quinney, dan Karl Marx. Apabila Marx 
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menyatakan hal yang berkaitan dengan kejahatan dan penjahat, maka 
para penganut radikal akan menyesuaikan penjelasan terhadap pendapat 
Marx. Marx melihat konflik dalam masyarakat disebabkan adanya hak 
manusia atau sumber-sumber yang langka dan secara historis tidak 
terdapat kesamaan dalam penyebaran sumber-sumber tersebut, 
khususnya mengenai kekuasaan.   
 Adanya ketidaksamaan ini akan menimbulkan konflik antara mereka 
yang mempunyai kekuasaan dengan mereka yang tidak mempunyai 
kekuasaan. Dalam masyarakat industri, konflik akan muncul diantara para 
pekerja dan kelompok pemilik modal. Para pekerja yang merupakan kaum 
buruh, akan mengembangkan prinsip perebutan (struggle). Selanjutnya 
mereka akan menganggap kedudukan sebagai pemilik modal dalam 
masyarakat merupakan kedudukan yang sangat menarik perhatian 
mereka.    
 Maka selanjutnya Karl Marx (Indah Sri Utami, 2012 : 118) 
menjelaskan bahwa :  
Ekonomi merupakan „struktur bawah‟ yang member bentuk dan corak 
pada semua yang ada pada „struktur atas‟. Oleh karena itu, hukum, 
system politik, corak budaya, bahakan struktur masyarakat, sebenarnya 
tidak lain adalah cerminan belaka dari sistem ekonomi yang ada di 
baliknya. Tidak ada satupun peristiwa sejarah di dunia ini yang tidak dapat 
dijelaskan dengan kategori-kategori kepentingan ekonomi. Perang, 
revolusi, pemberontakan, kekerasan, bahkan penjajahan selalu 
mempunyai motif-motif ekonomi.  
 
41 
 Marx juga berpendapat bahwa potensi-potensi konflik terutama 
terjadi dalam bidang prekonomian, dan perjuangan atau konflik juga 
terjadi dalam bidang distribusi status dan kekeuasaan politik. Nilai dan 
norma budaya sebagai ideology yang mencerminkan usaha kelompok-
kelompok dominan untuk membenarkan berlangsungnya dominasi 
mereka. Marx mengakui pentingnya ideologi dan hubungan antara 
komitmen ideologi dan posisi dalam struktur kelas ekonomi, dia juga 
menjelaskan bentuk-bentuk kesadaran dan hubungannya dengan struktur 
ekonomi dan posisi kelas. 
 Jadi ekonomi menentukan kelas-kelas sosial. Keanggotaan dalam 
kelas sosial, menentukan kepentingan orang.sedangkan kepentingan, 
menentukan apa yang dicita-citakan, apa yang dianggap baik dan buruk. 
Menurut  Marx, seseorang akan selalu menganggap baik apa yang 
menjamin eksistensi dan kepentingannya dan menganggap buruk apa 
yang mengancamnya. Dengan kata lain, yang dinilai baik adalah yang 
dirasakan sebagai peningkangkatan kualitas hidup, sedangkan yang 
merendahkannya dianggap buruk. 
 Selanjutnya pandangan dari kedua tokoh lainnya berpendapat 
bahwa pada dasarnya perspektif kriminologi yang mengetengahkan teori 
radikal yang berpendapat bahwa kapitalisme sebagai kausa kriminalitas 
yang dapat dikatakan sebagai Neo-Marxis. Menurut Richard Quinney, 
kejahatan adalah akibat dari kapitalisme dan problem kejahatan hanya 
dapat dipecahkan melalui didirikannya negara sosialis.  
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 Richard Quinney (A. S. Alam, 2010: 74) mengetengahkan 
proporsinya mengenai penanggulangan kejahatan sebagai berikut: 
a.  Masyarakat Amarika didasarkan pada ekonomi kapitalis yang telah 
maju.   
b.  Negara diorganisir untuk melayani kepentingan kelas ekonomi yang 
dominan. 
c.  Hukum pidana merupakan alat atau instrumen Negara kelas 
penguasa untuk mempertahankan  dan mengabadikan atau 
mengekalkan tertib sosial dan ekonomi yang ada. 
d.  Kontrol kejahatan dalam masyarakat kapitalis dicapai melalui 
berbagai macam lembaga dan aparat yang didirikan dan diatur oleh 
golongan elit dalam pemerintahan, yang mewakili kepentingan 
kelas yang memerintah dengan tujuan mendirikan tertib domestik. 
e.  Kontradiksi-kontradiksi kapitalisme yang telah maju adalah terdapat 
rantai putus antara keberadaan dan kebutuhan inti, di mana kelas-
kelas dibawah tetap tertekan oleh apa saja yang dianggap perlu, 
khususnya melalui penggunaan paksaan atau kekerasan system 
perundang-undangan yang ada.  
f.   Hanya melalui bubarnya atau ambruknya masyarakat kapitalis dan 
diciptakannya masyarakat baru yang didasarkan pada azas sosialis 
baru bisa diperoleh pemecahan masalah kejahatan. 
 
 Selanjunya William Chamblis (A. S. Alam, 2010: 75) menambahkan 
bahwa ada hubungan antara kapitalisme dan kejahatan seperti dapat 
ditelaah, antara lain yaitu:   
a.  Dengan diindustrialisasikannya masyarakat kapitalis, dan celah 
antara borjuis dan proletariat melebar, hukum pidana akan 
berkembang dengan usaha memaksa golongan proletariat untuk 
tunduk. 
b.  Mengalihkan perhatian kelas golongan rendah dari eksloitasi yang 
mereka alami. 
c.  Masyatakat sosialis akan memiliki tingkat kejahatan yang lebih 
rendah karena dengan berkurangnya kekuatan perjuangan kelas 






D. Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi 
 Semakin berkembangnya kemajuan ekonomi dan perindustrian 
Indonesia membuat bahan bakar minyak menjadi menjadi salah satu 
komoditi paling berharga. Bahan bakar minyak yang digunakan saat ini 
adalah bahan bakar fosil yang bersumber dari bumi. Jumlah bahan bakar 
minyak dari fosil semakin lama semakin menipis, hal ini juga membuat 
pemerintah mengambil langkah alternatif dengan cara mengalihkan 
penggunaan bahan bakar minyak fosil ke bahan bakar gas dan bio disel. 
Tetapi tidak efektifnya pengalihan ini membuat masyarakat tetap 
bergantung pada bahan bakar fosil sehingga membuat pemerintah harus 
terus menerus memberikan subsidi pada jenis bahan bakar minyak 
tertentu. 
 Penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi sebenarnya sudah 
sangat dibatasi hanya untuk golongan-golongan tertentu. Pemerintah 
sudah menentukan siapa-siapa saja yang dapat menikmati bahan bakar 
minyak bersubsidi, tetapi dengan banyaknya permintaan bahan bakar 
bersubsidi membuat oknum-oknum tertentu melakukan tindakan 
penimbunan bahan bakar sebsubsidi untuk mendapatkan keuntungan 
yang lebih banyak. 
 Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Penimbunan berarti 
proses, cara, perbuatan menimbun atau mengumpulkan barang barang-
barang. Dalam hal ini penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi berarti 
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tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengumpulkan 
bahan bakar bersubsidi dalam jumlah besar kemudian dijual kembali 
dengan tujuan memperoleh keuntungan berlipat ganda. Para penimbun 
bahan bakar bukan hanya mereka yang menimbun secara illegal dan tidak 
memiliki izin tetapi ada juga agen bahan bakar yang menyalahgunakan 
izin penyimpanan bahan bakar minyak bersubsidi. 
 Modus yang biasa digunakan oleh penimbun bahan bakar minyak 
bersubsidi adalah dengan membeli bahan bakar minyak bersubsidi di 
stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) secara berpindah-pindah 
agar tidak dicurigai. Penimbun bahan bakar minyak bersubsidi menjual 
bahan bakar minyak bersubsidi kepada pihak-pihak industri yang 
semustinya tidak menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi melainkan 
menggunakan bahan bakar minyak khusus industri. Selain menjual pada 
pihak-pihak yang seharusnya tidak menikmati bahan bakar minyak 
bersubsidi, para penimbun bahan bakar minyak bersubsidi juga 
menunggu momentum yang tepat untuk melakuakan penimbunan yaitu 
kenaikan harga bahan bakar minyak.  
 Dasar hukum untuk tindakan penimbunan sendiri sebenarnya sudah 
ada sejak tahun 1953 yaitu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1953 
Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penimbunan 
Barang-Barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai 
Undang-Undang yang berbunyi: 
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1.  Pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja terhadap peraturan-
peraturan yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 2,3 dan 4 undang-
undang ini, termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu 
dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 6 tahun dan 
hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah atau 
salah satu dari hukuman itu. 
2.  Pelanggaran dari peraturan-peraturan percobaan berasarkan Pasal 
2,3 dan 4 undang-undang ini termasuk mencoba atau ikut 
melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman penjara 
paling tinggi 1 tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya 
seratus ribu rupiah atau salah satu dari hukuman ini. 
3.  Perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat 1 pasal ini adalah 
kejahatan, perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat 2 
pasal ini adalah pelanggaran. 
 Sedangkan kejahatan yang menyangkut dengan penyalahgunaan 
bahan bakar minyak diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas yang berbunyi sebagai 
berikut: 
 setiap orang yang melakukan: 
a.  Pengelolana sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin 
usaha pengelolahan dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) 
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tahun dan denda paling tinggi Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh 
miliar rupiah) 
b.  Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin 
usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 
4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp.40.000.000.000,00 
(empat puluh miliar rupiah) 
c.  Penyimpanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa 
izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 
(tiga puluh miliar rupiah) 
d.  Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha 
niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar 
rupiah)     
 
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
 Masalah kejahatan merupakan masalah ylaang klasik yang ada 
bahkan sejak dimulainya peradaban manusia. Kejahatan berkembang di 
berbagai tempat dan waktu dan modus yang berubah-ubah. semakin lama 
kejahatan tidak hanya berkembang dikota metropolitan yang memiliki 
pengaruh sosiologis yang besar melainkan berkembang kekota-kota kecil 
hingga kepelosok-pelosok desa.  
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 Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi masyarakat 
diseluruh dunia. Pada hakikatnya kejahatan merupakan produk dari 
perkembangan sosial dari masyarakat disetiap negara. Kejahatan dapat 
berupa pelanggaran norma-norma yang belaku ditengah masyarakat 
seperti norma agama dan norma hukum. Norma hukum pada umunya 
dirumuskan dalam aturan-aturan hukum seperti undang-undang yang 
berdampak pada pertanggungjawaban hukum. Norma hukum merupakan 
aturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku untuk semua warga 
yang berada dalam wilayah yuridiksi sebuah Negara. Dengan menetapkan 
norma atau aturan-aturan hukum maka Negara membentuk aparat hukum 
yang berfungsi untuk mencegah, meminimalisir dan menegakkan 
kejahatan. Namun karena perkembangan kejahatan yang semakin pesat 
dan langsung bersentuhan dengan masyarakat, maka wajar jika 
masyarakat dapat berperan aktif dalam pencegahan tindak kejahatan. 
 Dengan tingginnya tingkat kejahatan, maka secara langsung 
mendorong pula perkembangan pemberian sanksi hukum yang akan 
diberikan. Selain pemberian sanksi yang tepat diperlukan juga upaya 
penanggulangan kejahatan yang tepat tidak hanya dilakukan oleh aparat 
terkait tetapi juga melibatkan masyarakat pada umunya. Berbagai program 
serta kegiatan dilakukan untuk mencari cara yang paling tepat dan efektif 
dalam mengatasi masalah tersebut.          
 Menurut Tannenbaum (Romli Atmasasmita, 1995: 38) kejahatan 
tidak sepenuhnya merupakan hasil dari kekurangmampuan seorang, 
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tetapi dapat juga disebabkan karena ia telah dipaksa untuk menyesuaikan 
dirinya dengan kelompoknya.  
 Sedangakan Barnest dan Teeters (Romli Atmasasmita, 1995: 79) 
menjelaskan ada beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu: 
1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk 
mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan 
sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah 
laku seseorang kea rah perbuatan jahat. 
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukan 
potensi criminal dan sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan 
gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat 
kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat 
merupakan suatau kesalahan yang harmonis. 
 
 Penanggulangan kejahatan juga dapat dijelaskan secara empirik. 
Penanggulangan kejahatan secara empirik terdiri atas tiga bagian pokok 
yaitu: 
1. Pre-Emtif, yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak 
kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha 
yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-emtif 
adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik 
sehingga tertanam dalam diri seseorang. Meskipun ada 
kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi 
tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi 
kejahatan ataupun pelanggaran. Jadi dalam usah pre-emtif faktor 
niat tidak terjadi walaupun ada kesempatan. 
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2. Preventif, merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih 
dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam 
upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan unsur 
kesempatan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran. Jadi 
dalam upaya preventif, pihak terkait menutup kesempatan 
terjadinya pelanggaran maupun kejahatan. 
3. Represif, upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana 
baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Tindakan represif 
berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan dijatuhkannya 
hukuman. 
 Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kejahatan terjadi 
disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor ekonomi dan sosial merupakan 
faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Oleh karena itu 
kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan 
lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku 
kriminal dapat dikembalikan kearah yang baik. Dengan kata lain perbaikan 
keadaan ekonomi dan lingkungan sosial harus dilakukan untuk menekan 
jumlah tindak kejahatan. Sedangakan faktor-faktor lain seperti faktor 








A. Lokasi Penelitian 
 
 Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar, tepatnya pada kantor 
Polrestabes Makassar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dan 
P.T Pertamina Regional VII Sulawesi. Dipilihnya lokasi penelitian ini 
dengan pertimbangan, Makassar sebagai ibu kota Sulawesi Selatan yang 
merupakan sebuah kota Metropolitan dengan tingkat konsumsi bahan 
bakar bersubsidi yang lebih tinggi dibandingkan kota-kota lain di Sulawesi 
Selatan sehingga rawan terjadi tindak penimbunan bahan bakar 
bersubsidi. 
 
B. Jenis dan sumber data 
 
 Data yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua 
sumber data yaitu: 
1. Data Primer; merupakan data yang diperoleh dari aparat 
Polrestabers Makassar, aparat dari Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas 1 Makassar, petugas dari pihak P.T Pertamina Regional VII 
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Sulawesi, serta pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan 
penimbunan BBM  
2. Data sekunder; data yang diperoleh dari berbagai lembaga dan 
instansi atau tempat penelitian penulis yang telah tersedia. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 
metode wawancara, yaitu dilakukan dengan mengadakan tanya jawab 
secara langsung kepada aparat Polrestabes Makassar, petugas P.T. 
Pertamina Regional VII Sulawesi, aparat Lembaga Pemasyarakatan kelas  
1 Makassar, para warga binaan serta pihak pihak yang dianggap terkait 
dan kompeten dengan kasus-kasus penimbunan bahan bakar minyak 
bersubsidi. 
D. Analisisis Data 
 Data yang telah dikumpulkan, baik berupa data primer maupun data 
sekunder akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif dan 
kuantitatif  yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. 
 Analisis kualitatif merupakan analisis yang bersifat mendeskripsikan 
data yang diperoleh ke dalam bentuk kalimat yang logis dan baku, 
kemudian akan diteruskan dengan penafsiran dan kesimpulan. 
 Analisis kuantitatif merupakan data yang diperoleh dan dibuat dalam 






A. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Penimbunan Bahan Bakar 
Bersubsidi di Kota Makassar  
 Maraknya penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di kota 
Makassar membuat penyaluran subsidi yang besar untuk bahan bakar 
minyak menjadi tidak tepat sasaran. Bahan bakar minyak bersubsidi yang 
seharusnya hanya diperuntukan oleh kendaraan umum, nelayan 
bersertifikasi  dan kendaraan bermotor roda dua ini juga dinikmati oleh 
pihak-pihak yang seharusnya tidak berhak seperti pihak industri.  
 Banyaknya tindak kejahatan penimbunan bahan bakar minyak 
bersubsidi di kota Makassar dikarenakan beberapa faktor yang 
mempengaruhi. Sebelum membahas faktor-faktor yang mempengaruhi 
tindak kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi, terlebih 
dahulu penulis akan memperlihatkan data tindak penimbunan bahan 
bakar minyak bersubsidi di kota Makassar. Data ini diperoleh dari pihak 
Polisi Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar) dalam kurun 







Jumlah Kasus Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi 
di Kota Makassar Tahun 2010-2013 
  





                                     6 kasus 
                                   10 kasus 
                                     8 kasus 
                                   14 kasus 
JUMLAH 
KASUS 
                                  38  kasus 
 Sumber: Polisi Resort Kota Besar Makassar, Mei 2014 
 Berdasarkan pada data tabel diatas menunjukan bahwa dalam 
kurun waktu empat tahun yaitu dari tahun 2010 hingga 2013 terdapat 64 
kasus tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di kota 
Makassar. Kasus penimbunan bahan bakar pada tahun 2010 dan tahun 
2012 relatif sama, tetapi terjadi peningkatan pada pertengahan tahun 
2011 dan meningkat pada tahun 2013. Kejahatan penimbunan bahan 
bakar minyak bersubsidi di kota Makassar tentu saja sangat merugikan 
negara karena subsidi besar yang diberikan tidak tepat sasaran. 
 Tindak penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di kota 
Makassar disebabkan oleh berbagai faktor. Selain faktor yang berasal dari 
dalam diri pelaku juga dipengaruhi oleh faktor dari lingkungan dan 
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pengaruh-pengaruh dari luar diri pelaku. Kedua faktor tersebut menjadi 
faktor utama penyebab maraknya tindak penimbunan bahan bakar minyak 
bersubsidi di kota Makassar. Faktor-faktor penyebab tindak penimbunan 
bahan bakar minyak bersubsidi selanjutnya akan diuraikan menjadi dua 
faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 
1. Faktor Internal   
a. Niat Pelaku 
 Niat merupakan awal dari suatu perbuatan dan tindakan, dalam hal 
tindak pidana  penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi niat dari 
pelaku penimbunan merupakan salah satu aspek penting. Pelaku 
penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi biasanya sudah berniat dan 
merencanakan tindakan tersebut. Keinginan untuk mendapat keuntungan 
yang sangat besar secara instan menjadi dasar pemikiran pelaku untuk 
melakukan tindak penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi. 
 Niat pelaku kejahatan sangat penting dalam hal melakukan tindak 
penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi. Salah satu pelaku 
penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi yang penulis temui berinisial 
DA usia 47 tahun mengatakan bahwa dia berniat untuk melakukan 
penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi berjenis solar untuk 
mendapatkan keuntungan berlipat. Niat tersebut kemudian diutarakan 
kepada rekannya berinisial MA usia 38 tahun dengan tujuan agar 
rekannya tersebut dapat membantunya dalam melakukan penimbunan 
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bahan bakar minyak bersubsidi. Dengan diutarakannya niat DA kepada 
MA sehingga membuat MA juga memiliki niat yang sama untuk melakukan 
kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi bersama DA. 
b. Faktor Ekonomi    
 Faktor ekonomi sering menjadi dasar seseorang untuk melakukan 
tindak kejahatan tidak terkecuali tindak penimbunan bahan bakar minyak 
bersubsidi. Pada kasus kejahatan-kejahatan lain seperti pencurian dan 
penggelapan pada umumnya dimana faktor ekonomi menjadi poin yang 
sangat penting karena pelaku kejahatannya terhimpit kebutuhan yang 
mendesak dengan kondisi keterbatasan ekonomi sehingga dia melakukan 
kejahatan. Hali ini sedikit berbeda dengan kejahatan penimbunan bahan 
bakar minyak bersubsidi dimana pelaku tidak bisa dibilang miskin karena 
berlatar belakang ekonomi yang berkecukupan. 
 Tindak penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi skala besar 
hanya bisa dilakukan oleh pelaku yang memiliki kecukupan modal karena 
biaya untuk operasional melakukan penimbunan bahan bakar minyak 
bersubsidi tidak sedikit. Seperti halnya pelaku MK yang melakukan 
penimbunan bahan bakar bukan karena terdesak kebutuhan ekonomi tapi 
hanya karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar untuk 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekundernya yang tidak bisa dia miliki 
jika hanya mengandalkan usahanya secara jujur. Faktor ekonomi dalam 
kejahatan penimbunan bahan bakar lebih kepada pencarian keuntungan 
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yang besar secara cepat dan paktis karena pelaku kejahatan penimbunan 
bahan bakar memiliki latar belakang berkecukupan. Pelaku berekonomi 
rendah biasanya adalah anak buah dari pelaku utama. Anak buah pelaku 
utama inilah yang terjun langsung melakukan pembelian dan penimbunan 
bahan bakar minyak bersubsidi. 
c. Moral dan Pendidikan 
 Moral yang dimaksud adalah tingkat kesadaran akan nilai-nilai dan 
norma yang berlaku di dalam masyarakat. Tingginya moral yang dimiliki 
seseorang maka semakin rendah kemungkinan seseorang melakukan 
pelanggaran norma-norma yang berlaku di masyarakat. Seseorang 
bermoral tinggi biasanya memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi 
pula, sehingga terhindar dari pelanggaran norma-norma dan enggan 
melakukan kejahatan karena tahu akan dampak dan sanksi yang 
diterimanya baik berupa sanksi dari masyarakat maupun sanksi pidana. 
 Selain kesadaran hukum dan nilai moral yang tinggi, faktor yang 
mempengaruhi seseorang dalam melakukan kejahatan adalah tingkat 
pendidikan. Dalam hal kejahatan tindak penimbunan bahan bakar minyak 
bersubsidi, pendidikan tinggi seseorang tidak menjamin seseorang tidak 
melakukan kejahatan. Walau sebagian besar pelaku berpendidikan 
rendah tapi ada juga yang berpendidikan tinggi bahkan hingga jenjang 
perguruan tinggi. Salah satu pelaku berinisial TK bahkan lulusan strata 
satu (S1) salah satu perguruan tinggi swasta. Pelaku berpendidikan 
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rendah biasanya adalah anak buah dari pelaku utama penimbunan bahan 
bakar.  
 Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 
faktor internal mulai dari faktor niat kemudian faktor ekonomi hingga pada 
faktor moral dan pendidikan semuanya berasal dari keinginan pelaku. 
Besarnya keuntungan yang didapatkan secara cepat dan keinginan untuk 
mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang biasa mereka peroleh 
membuat beberapa oknum melakukan penimbunan bahan bakar minyak 
bersubsidi di sekitar kota Makassar. 
 
2. Faktor Eksternal 
1. Mudahnya Mendapatkan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi 
 Untuk mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi kota-kota 
besar seperti di kota Makassar termasuk mudah. Banyaknya Stasiun 
Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kota Makassar yang menjual 
bahan bakar minyak bersubsidi memudahkan para pelaku untuk 
melakukan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi. 
Berdasarkan pengakuan dari pelaku penimbunan bahan bakar minyak 
bersubsidi berinisial DA, modus penimbunan bahan bakar yang 
dilakukannya adalah dengan membuat tangki penampungan bahan bakar 
di bagian belakang kendaraan (mobil), tangki modifikasi itu kemudian 
disambungkan ke tangki utama kendaraan sehingga saat melakukan 
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pengisian bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum tidak 
menimbulkan kecurigaan. Berdasarkan penjelasan DA saat melakukan 
kegiatan pengumpulan bahan bakar minyak bersubsidi biasanya dilakukan 
saat malam hari dengan metode berpindah-pindah stasiun pengisian 
bahan bakar umum agar tidak menimbulkan kecurigaan pihak Stasiun 
bahan bakar umum. 
 Semua penjelasan yang diberikan oleh DA  juga dibenarkan oleh 
Iptu. M. B. Y. Hanafi selaku Kasubnit Reskrim Tipiter Polretabes 
Makassar. Menurut Hanafi selain modus operasi yang dilakukan oleh DA, 
terdapat beberapa modus yang dilakukan oleh para pelaku penimbunan 
bahan bakar bersubsidi lainnya. Modus lain yang digunakan oleh pelaku 
penimbunan bahan bakar minyak untuk mendapatkan bahan bakar 
minyak bersubsidi adalah dengan cara menggunakan surat keterangan 
rekomendasi nelayan untuk mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi. 
Surat keterangan rekomendasi nelayan ini dikeluarkan oleh Dinas 
Kelautan dan Perikanan. Syarat-syarat untuk mendapatkan surat 
rekomendasi nelayan sebnarnya sudah cukup ketat dan tepat. Surat 
keterangan rekomendasi nelayan ini hanya dapat diberikan kepada kapal 
bermesin tunggal dibawah 30 gross ton (GT). Sedangkan untuk kapal 
nelayan diatas 30 gross ton tidak diperkenankan menggunakan bahan 
bakar minyak bersubsidi.  
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 Kapal dengan berat diatas 30 gross ton yang berhak menngunakan 
bahan bakar minyak bersubsidi hanya kapal penumpang jenis kapal feri 
dan kapal Pelni atau kapal yang mengangkut bahan-bahan bersubsidi 
seperti pupuk bersubsidi. Penyalahgunaan surat rekomendasi nelayan 
inilah  yang dilakukan beberapa oknum untuk mendapatkan bahan bakar 
minyak bersubsidi yang kemudian ditimbun dan selanjutnya dijual ke 
pihak-pihak yang seharusnya tidak berhak.  Menurut Iptu. Hanafi 
(wawancara 23 Mei 2014).: 
 “sebenarnya jika nelayan melakukan penyimpanan bahan bakar minyak 
bersubsidi untuk kepentingan digunakan kembali tidak ada masalah, yang 
menjadi persoalan adalah ketika bahan bakar yang disimpan tadi dijual ke 
pihak yang tidak berhak atau dijual dengan menaikan harganya”  
  
2. Besarnya Gap antara Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dan Bahan 
Bakar Minyak Non Subsidi   
   Selain untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, salah 
satu faktor yang paling mempengaruhi pelaku melakukan penimbunan 
bahan bakar minyak bersubsidi adalah karena besarnya gap atau rentan 
harga antara bahan bakar minyak bersubsidi dan bahan bakar minyak non 
subsidi. Kita dapat melihat harga pasaran bahan bakar minyak bersubsidi 
tipe Solar (bahan bakar Diesel) dikisaran Rp. 5.500 perliter, sedangkan 
harga bahan bakar minyak non subsidi tipe Solar berada pada kisaran Rp. 
12.000 perliter. Rentan harga yang sangat tinggi sebesar Rp.6.500 ini 
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membuat banyak pihak berpikir untuk melakukan penimbunan bahan 
bakar minyak bersubsidi. 
 Berdasarkan penjelasan Para pelaku yang melakukan penimbunan 
bahan bakar minyak bersubsidi, bahan bakar yang mereka dapatkan 
biasanya dijual kepihak industri dengan kisaran harga Rp.8.000 hingga 
Rp. 9.000. Bahan bakar minyak bersubsidi dikumpulkan dalam jumlah 
teretentu kemudian dijual pada pihak industri. Menurut Jimmy Wijaya 
selaku Senior Officer Divisi Sales Distribution Retail I Makassar Pertamina 
Region VII Sulawesi, penimbunan terjadi karena besarnya gap antara 
bahan bakar minyak bersubsidi dan bahan bakar minyak non subsidi. Jika 
pelaku penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dapat mengumpulkan  
bahan bakar minyak bersubsidi sebanyak 1 ton setiap 1 sampai 2 hari, 
dan dijual kepihak industri dengan kisaran harga Rp.9.000 maka 
keuntungan yang didapat sangat besar. 
 Penjelasan yang diberikan oleh Jimmy juga menjelaskan bahwa 
bahan bakar minyak bersubsidi ilegal  atau dalam istilah Pertamina dikenal 
dengan Black Oil selain dijual ke pihak industry secara ilegal juga dijual 
dengan cara memalsukan surat-surat atau faktur bahan bakar tersebut 
sehingga tampak sebagai bahan bakar legal untuk industri. Seperti yang 
diungkapkan oleh Jimmy (wawancara 14 juli 2014):  
“Penjualan Black Oil ini biasanya dilakukan dengan cara dimana kedua 
pihak, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli saling mengetahui bahwa 
bahan bakar minyak yang mereka dagangkan adalah bahan bakar ilegal 
yang biasanya dijual dengan kisaran harga Rp.9.000 perliter. Hal ini tentu 
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saja menguntungkan kedua pihak. Tetapi selain cara tersebut ternyata 
ada juga pelaku penimbunan yang memalsukan surat atau faktur bahan 
bakarnya sehingga bahan bakar tersebut terlihat seperti bahan bakar legal 
sehingga tentu saja merugikan pihak yang membelinya. Harga bahan 
bakar minyak yang menggunakan faktur palsu tersebut sama dengan 
harga bahan bakar minyak non subsidi yaitu Rp. 12.000 perliter”  
 
3. Kurangnya Pengawasan  
 Banyaknya tindak penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di 
kota Makassar tidak lepas dari pengawasan yang kurang memadai. 
Pengawasan terhadap pencegahan dan adanya indikasi penimbunan 
bahan bakar minyak bersubsidi hanya dilakukan oleh dua instansi terkait 
yaitu pihak Kepolisian dan pihak Pertamina. Dengan latar belakang 
Makassar sebagai kota Industri yang berkembang cukup pesat membuat 
permintaan akan bahan bakar minyak untuk industri dengan harga murah 
semakin banyak. Dengan tingginya kebutuhan akan bahan bakar 
bersubsidi buat industri ini  membuat para oknum pelaku penimbunan 
bahan bakar minyak bersubsidi menjual bahan bakar illegal mereka 
kepihak industri. Inilah salah satu faktor yang membuat maraknya 
penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di kota Makassar. 
 Dengan tingginya permintaan bahan bakar minyak untuk industri 
membuat pengawasan seharusnya tidak hanya terfokus pada para pelaku 
melainkan juga dapat dilakukan pencegahan dengan menekan jumlah 
permintaan akan bahan bakar minyak ilegal ini. Hal ini membuat 
pengawasan maksimal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan pihak 
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Pertamina tidak berjalan baik. Guna mencegah adanya permintaan akan 
bahan bakar minyak ilegal dibutuhkan kerjasama antara beberapa instansi 
pemerintahan.     
 
B. Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kejahatan 
1.  Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan  
 Dalam kebijakan kriminal atau criminal policy, upaya 
penanggulangan dan pencegahan tindak kejahatan perlu menggunakan 
pendekatan integral, yaitu perpaduan antara sarana penal dan non penal. 
Sarana penal adalah hukum pidana yang diperoleh melalui kebijakan 
hukum pidana. Sementara sarana non penal adalah sarana non hukum 
pidana. Sarana ini dapat berupa kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, 
kebijakan agama, kebijakan pendidikan, teknologi dan lain-lain.  
 Pendekatan integral diperlukan dalam upaya pencegahan dan 
penanggulangan kejahatan dikarenakan hukum pidana tidak dapat 
menjadi satu-satunya sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan 
yang begitu kompleks yang terjadi ditengah-tengah masyarakat saat ini. 
Hukum pidana memiliki kemampuan yang terbatas dalam upaya 
penanggulangan kejahatan yang begitu beragam dan kopleks. Praktek 
penyelenggaraan hukum pidana yang terlalu birsifat normatif-sistematis 
menimbulkan keragu-raguan masyarakat terhadap hukum pidana. 
Penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan hanya 
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bersifat Kurieren am Symptom (menanggulangi/menyembuhkan gejala) 
dan bukan sebagai faktor yang menghilangkan sebab-sebab terjadinya 
kejahatan. Sanksi pidana hanya seperti bersifat mengatasi gejala atau 
akibat yang ditimbulkan oleh penyakit tetapi bukan sebagai obat untuk 
mengatasi sebab-sebab terjadinya penyakit. 
 Adapun batas-batas kemampuan hukum pidana sebagai sarana 
kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan adalah : 
a.  Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks dan berada diluar 
jangkauan hukum pidana. 
b.  Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari 
sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah 
kejahatan sebagai masalah kemanusian dan kemasyarakatan yang 
sangat kompleks. 
c.   Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya 
bersifat Kurieren am Symptom, oleh karena itu hukum pidana 
hanya bersifat sebagai pengobatan Simptomatik artinya hanya 
menangani penyelesaian gejala atau masalah-masalah di 
permukaan dan bukan sebagai pengobatan kausatif atau 
pengobatan yang menghilangkan penyebabnya.. 
d.  Sanksi hukum pidana merupakan “obat” yang bersifat kontradiktif 
yaitu sesuatu yang bertentangan ataupun berlawanan serta 
memiliki efek samping yang negatif. 
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e.  Sistem pemidanaan hanya bersifat individual dan tidak bersifat 
struktural. 
f.  Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi 
pidana yang bersifat kaku. 
g.  Implementasi hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang 
lebih bervariasi dan menuntut biaya tinggi.  
 Pendekatan dengan sarana non penal mencakup area pencegahan 
kejahatan yang sangat luas. Pencegahan kejahatan pada dasarnya 
merupakan tujuan utama dari kebijakan criminal. Pernyataan yang sering 
digunakan dalam kongres-kongres PBB mengenai “the prevention of crime 
and treatment of offenders” adalah: 
a.  Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah dilihat 
sebagai masalah yang terisolir dan ditangani dengan metode 
simplistic atau sederhana, tetapi sebaiknya dilihat sebagai masalah 
yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan yang luas dan 
menyeluruh. 
b.  Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan 
sebab-sebab dan kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. 
Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang 
demikian harus merupakan strategi utama dalam upaya 
pencegahan kejahatan. 
c.  Penyebab utama terjadinya kejahatan dibanyak negara ialah 
ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, 
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standar hidup yang rendah, pengangguran dan pembangunan 
ekonomi, system politik, nilai-nilai sosio cultural dan perubahan 
masyarakat, serta tata ekonomi dunia internasional baru.     
 Berdasarkan penjelasan diatas terlihat bahwa kebijakan 
penanggulangan kejahatan tidak hanya akan menyembuhkan atau 
membina para pelaku kejahatan saja, tetapi penanggulangan kejahatan 
dilakukan dilakukan juga dengan upaya penyembuhan masyarakat, yaitu 
dengan upaya menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan. 
2. Perlunya Kesadaran Hukum  
 Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan tidak 
cukup dengan hanya pendekatan secara integral, tetapi juga dibutuhkan 
pendekatan sarana penal dan non penal. Selain dengan metode-metode 
tersebut semua harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran 
hukum masyarakat. 
 Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari 
budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian karena selama ini 
ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum 
saja. Padahal budaya hukum juga mencakup kesadaran hukum dari pihak 
pelaku usaha, parlemen, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Hal ini 
perlu ditegaskan karena pihak penegak hukum yang dianggap paling tabu 
hukum dan wajib menegakkannya tetapi terkadang justru oknum dari 
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penegak hukum yang telah melanggar hukum. Hal inilah yang 
menunjukkan kesadaran hukum yang masih rendah dari pihak yang 
seharusnya menjadi tauladan bagi masyarakat dalam mematuhi dan 
menegakkan hukum. 
 Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, sehingga apabila 
kesadaran hukum telah tumbuh dimasyarakat, kemudian ditambah 
dengan adanya upaya strategis melalui kolaborasi antara sarana penal 
dan non penal, maka dengan sendirinya tingkat kriminalisasi akan turun, 
sehingga tujuan akhir politik kriminal, yaitu perlindungan masyarakat dan 
upaya mencapai kesejahteraan masyarakat akan terwujud. 
  
C. Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Peminmbunan Bahan 
Bakar Minyak Bersubsidi 
 Setelah melakukan penelitan diwilayah hukum kota Makassar 
tepatnya di Polrestabes kota Makassar dan P.T Pertamina Regional VII 
Sulawesi. Berdasarkan wawancara dengan aparat Polrestabes kota 
Makassar dan staf P.T Pertamina Regional VII Sulawesi yang terkait 
dengan upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian 
Polrestabes kota Makassar ada dua bentuk yaitu penanggulangan secara 
preventif dan penanggulangan secara represif.  
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 Agar memperjelas kedua upaya penanggulangan tersebut, akan 
diuraikan sebagai berikut:  
1. Upaya Preventif 
 Upaya preventif adalah tindakan pencegahan sebelum melakukan 
tindakan kejahatan atau pelanggaran. Dalam upaya preventif yang 
ditekankan adalah menghilangkan unsur kesempatan untuk melakukan 
kejahatan atau pelanggaran. Jadi dalam upaya preventif, pihak terkait 
menutup kesempatan terjadinya pelanggaran maupun kejahatan.Dengan 
kata lain, upaya penanggulangan kejahatan adalah upaya yang dilakukan 
untuk mengadakan suatu perubahan keadaan masyarakat yang bersifat 
pasif dan dilakukan secara sistematik, terencana dan terarah yang 
bertujuan untuk menciptakan suasana kondusif guna menekan terjadinya 
kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi. 
 Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam 
menangulangi kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi 
adalah sebagai berikut: 
a. Melakukan pengawasan terhadap subjek-subjek yang dianggap 
rawan melakukan penimbunan bahan bakar. 
b. Razia kendaraan bermotor yang dicurigai terindikasi sebagai 
kendaraan pengangkut bahan bakar minyak bersubsidi ilegal.    
c. Berkerja sama dengan pihak Pertamina dalam hal pengawasan 
distribusi bahan bakar minyak bersubsidi. 
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 Menurut Iptu Hanafi, peran kepolisian dalam pengawasan dan 
pencegahan tindak penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi sangat 
terbatas karena pihak kepolisian hanya dapat melakukan pengawasan 
pasca terjadinya tindakan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi ini. 
Walaupun ada juga pencegahan yang dilakukan secara pre-emtif oleh 
pihak kepolisian seperti penyuluhan tentang penimbunan bahan bakar 
minyak bersubsidi yang dilakukan oleh satuan Binmas (pembinaan 
masyarakat) tetapi dianggap kurang efektif. Hal ini dikarenakan mudahnya 
masyarakat untuk mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi. 
 Selanjutnya peran Pertamina sebagai satu-satunya pihak penyalur 
bahan bakar minyak bersubsidi dalam melakukan upaya preventif dinilai 
sangat penting dan memegang peran krusial. Dalam pencegahan 
terjadinya penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi terdapat beberapa 
upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak pertamina, yaitu: 
a.  Memperketat pengawasan jalur distribusi bahan bakar minyak 
bersubsidi dengan cara bekerja sama dengan pihak kepolisian.  
b.  Melakukan pengawasan terhadap agen resmi Pertamina termasuk 
pihak SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum)  
c.   Memperketat pengawasan terhadap surat-surat angkut maupun 
faktur-faktur penjualan agar tidak disalahgunakan oleh oknum tidak 
bertanggung jawab 
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d.  Memperketat pemberian izin agen pertamina untuk menyimpan 
bahan bakar minyak bersubsidi. 
e.  Mendata para pihak industri yang menggunakan bahan bakar 
minyak non subsidi agar lebih mudah mengontrol dan mejamin 
ketersedian bahan bakar minyak untuk industri.   
 Pihak Pertamina lebih menitikberatkan pada pengawasan internal. 
Berdasarkan penjelasan Jimmy wijaya, pihak pertamina lebih focus agar 
tidak terjadi “kebocoran” distribusi bahan bakar minyak bersubsidi yang 
mengalir kepihak yang tidak berhak. Jika pihak kepolisian terfokus pada 
pengawasan setelah/pasca pembelian, maka pihak Pertamina lebih 
mengutamakan agar tidak terjadi pengalihan bahan bakar minyak 
bersubsidi yang disebabkan oleh oknum internal Pertamina. Walapun 
terfokus pada pencegahan secara internal, bukan berarti Pertamina tidak 
melakukan pengawasan pasca pembelian seperti yang telah dijelaskan 
oleh Jimmy (wawancara 14 Juli 2014):  
“kami juga bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam pengawasan 
penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi. Jika dilapangan kami 
menemukan adanya indikasi tindak penimbunan bahan bakar maka kami 
akan tindak lanjuti dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian.” 
 
2. Upaya Represif 
 Upaya represif pada dasarnya adalah penindakan terhadap para 
pelaku kejahatan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. 
Represif, dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana baik berupa 
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kejahatan maupun pelanggaran. Tindakan represif berupa penegakan 
hukum (law enforcement) dengan dijatuhkannya hukuman. Tindakan ini 
merupakan upaya yang dilakukan untuk mengadakan suatu perubahan 
keadaan dimasyarakat dalam menanggulangai kejahatan dengan cara 
memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya ini baru 
diterapkan jika upaya lain sudah tidak memadai. 
 Upaya-upaya represif yang dilakukan adalah oleh aparat kepolisian 
Polrestabes Makassar dalam menanggulangi tindak kejahatan 
penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi adalah sebagai berikut:  
a. Menerima dan mengambil tindakan terhadap lapporan atau 
pengaduan tentang tindak penimbuan bahan bakar minyak 
bersubsidi. 
b. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka serta 
menyita barang bukti kasus penimbunan bahan bakar minyak 
bersubsidi. 
c. Memeriksa tersangka dan barang bukti serta upaya lain yang 
dibutuhkan dalam rangka penyidikan perkara penimbunan bahan 
bakar minyak bersubsidi yang selanjutnya akan dilimpahkan kepihak 
Kejaksaan jika sudah lengkap (P-21) untuk proses penuntutan di 
Pengadilan. 
d. Peningkatan peralatan pendukung dan personil dilakukan karena 
meningingat luas wilayah kota Makassar.  
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 Selain pihak kepolisian, pihak Pertamina juga melakukan beberapa 
upaya represif yang bersifat internal Pertamina. upaya represif yang 
dilakukan pertamina adalah jika diketahui adanya indikasi penimbunan 
bahan bakar minyak bersubsidi yang bekerja sama dengan agen resmi 
Pertamina maka dapat dikenakan sanksi berupa skorsing hingga 
pencabutan izin usaha oleh Pertamina kepada agen Pertamina yang 


















 Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dijelaska, maka 
penulis dapat menarik kesimpulan mengenai kejahatan penimbunan 
bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum kota Makassar sebagai 
berikut: 
1. Terdapat dua faktor utama yang menjadi penyebab banyaknya tindak 
penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di kota Makassar yaitu 
faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa faktor yang 
berasal dari dalam diri pelaku yaitu berupa niat, faktor ekonomi serta 
faktor moral dan pendidikan. Faktor eksternal adalah faktor yang 
berasal dari lua diri pelaku seperti mudahnya mendapatkan bahan 
bakar minyak bersubsidi, besarnya gap/rentan harga antara bahan 
bakar minyak bersubsidi dengan bahan bakar minyak non subsidi dan 
kurang pengawasan terhadap bahan bakar illegal. 
2. Upaya Pemberantasan dan pencegahan kejahatan penimbunan 
bahan bakar minyak bersubsidi ada dua yaitu secara preventif 
(pencegahan) dan upaya represif (penindakan/pemberian sanksi). 
Upaya penanggulangan secara preventif yang dilakukan merupakan 
upaya yang sisitematis, terpadu dan terarah untuk meminimalisir 
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terjadinya tindak penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi, 
sedangkan upaya represif merupakan upaya yang dilakukan berupa 
tindakan atau pemberian sanksi hukuman terhadap para pelaku 
penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi oleh pihak kepolisian 
sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan pihak Pertamina 
memberikan sanksi-sanksi yang bersifat internal. 
 B.  Saran 
 Agar dapat mengurangi atau menekan terjadinya kejahatan 
khususnya tindak penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di kota 
Makassar, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:  
1.  Walau besarnya rentan harga (gap) antara bahan bakar minyak 
bersubsidi dan bahan bakar minyak non subsidi, tetapi jika 
kebijakan menaikan harga bahan bakar bersubsidi yang untuk 
mengecilkan selisih harga bahan bakar minyak non subsidi dan 
bahan bakar minya bersubsidi tidak disarankan karena akan 
membebani masyarakat dan akan menimbulkan masalah baru  
2.  Pengawasan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi 
seharusnya tidak hanya dilakukan oleh pihak Kepolisia dan 
Pertamina saja, melainkan juga harus bekerja sama dengan intansi 
lain seperti dinas perikanan dan kelautan yang mengeluarkan surat 
rekomendasi nelayan serta instansi yang berkaitan dengan 
perindustrian. 
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3.  Pemerintah dapat menerapkan pembatasan pembelian bahan 
bakar minyak bersubsidi di kota Makassar dengan cara 
pengaplikasian program Sistem Monitoring  dan Pengendalian 
Bahan Bakar Minyak (SMPBBM) dengan menggunakan alat Radio 
Frequency Identification atau RFID. Teknologi RFID memungkinkan 
program  SMPBBM berjalan secara komprehensif dengan aman, 
cepat, dan terpercaya dan telah teruji efisiensi serta efektifitas 
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